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PEMERINTAII KOTA MOJOKERTO

PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO

NOMOR 4 TAHUN 2000

TENTANG

RETRIBUSI [ZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MOJOKERTO

bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Mentsri
Dalam Negeri Nomor 119 Tehun 1998 tentang
Ruang Lingkup dan Jenis-Jenis Retribusi Daerah
Tingkat I dan Deerah Tingkat II, maka Retribuai lzin
Mendirikan Bengunan merupakan jenia Retribusi

. Daerah Fingkat I ;

bahwa untuk memungut retribusi sebagaimanu
dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu
mengatur ketentuan Retribusi Izin Mendirikan
Bangunan Adimakeud dengan menuangkannya dalam
suatu Peraturen Daerah.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/ Jawa Barat ;

Undang-undeng Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Hukurn Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang

" Pajak Deerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara

Tahun 1997 Nemor 41, Tambahan Lernbaren Negara
Nomor 3685) ;
Undang-undang Nomor 22 Twshun 1999 tentang

Pemerintahan Daerah { Lembaran Negara Tahun 1999
Nomor 60, Tarnbahan Lembaran Negara Nomer 3839 ) ;

Peraturan Pemerintah Nomar ‘47 Tahun 1982 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Ting-kat 1]
Mojokerte (Lembaran Negare Tahun 1982 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3242} ;

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelakaanaan Kitab Hukum Acara Pidena (Lembaran
MNegara Tshun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 32358) ;

- N1



Menetapkan

10.

11.

12.

14.

15.

16,

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tauhun i997 tentang
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor
55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692} ;

Kepuiusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang
Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan
Bentuk Rancangan Undang-undaag, Rancangan
Peraturan Pemcrintah dan Rancangan Keputusan
Presiden ;

Keputusan Menteri Dalam  Negeri Nomor 23 Tahun
1986  tentang Kefeitvuan Umum Mengenai Penvidik
Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah
jo Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun
1997 tentang Penyidik Pegawsai Negeri Sipil i
Lingkungan F2merintah Daerah ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997
tentang Penyidik Pogawai Negeri Sipil di Lingkungan
Pemerintah Daerah ;

Keputusan Menterit Dalan, Negeri Nomor 4 Tahun 1997
tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Pemerintah Daerah ;

- Keputusan Menteri Dalain Negeri Nomor 174 Tahun

1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi
Daerah ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tuahun
1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang
Retribusi Daerah :

Kepuiwusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun
1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis retribusi
Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat 1.

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat 1I
Mojokerto Nomor 1 Tahun 1990 tentang Penyidik
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah
Kotamaciye Daereh Tingkat Il Mojokerto.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MOJOKERTO

MEMUTUSKAN

PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TENTANG RETRIBUSI IZIN
MENDIRIKAN BANGUNAN

BAB ]
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

a.

b.

C.

Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Mojo-kerto

Walikota adalah WaliKota Mojokerto :

Pejabat adalah Pepawai yang diberi arges  ter-tentu
di bidang Retribusi Daerah sesuni dengan Peraturan
Perundang-undangan Daerah yang berlaku ;



e,

h.

Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang
meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer,
perseroan lainnya, baden usaha milik negara atau
deerah dengan nama dan bentuk apapun,
persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperast,
yayasan atau organisasi yang segjenis, lembaga, dana
pensiun, bentuk usaha  tetap serta bentuk badan
usaha lainnya ;

Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribuasi atas
kepiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka
pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang
dimaksudkan  untuk-  pembinaan, pengaturan,
pengendalian dan pengawasan atas kegiatan
pemnanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam,
barang, prasarana, sarana, atau faesilitas tertentu
guna melindungi kepentingan umum dan menjaga
kelestarian lingkungan ;

Izin Mendirikan Bangunan adalah izin yang diberikan
oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau
badan untuk mendirikan suatu bangunan yang
dimaksudkan agar disain, pelak-sanaan
pembangunan, dan bangunan sesuai dengan rencana
tata ruang yang berlaku, sesuai dengan koefisien
dasar bangunan (KDB), koefisien luas bangunan
{KLB), koefisien ketinggian bangunan (KKB)} yang
ditetapkan dan  sesuai dengan  syaratsyarat
keaclamatan bagi yang menempati bangunan tersebut

H

Retribusi izin Mendirikan Bangunan yang
selanjutnya  disebut retribusi adalah pembayaran
atas pemberian izin mendirikan bangunan oleh
Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan,
termasuk merubah bangunan ;

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan
yarg menurut Peraturan Perundang-undangan
Retribusi Daerah diwajibkan untuk melakukan
pembayvaran Retribusi Daerah ;

Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang
merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk
memanfaatkan izin mendirikan bangunan ;

Bangunan adalah bangunan gedung beserta
bangunan-bangunan yang gecara langsung
merupakan kelengkapan dari bangunan gedung
terscbut dalam batas satu pemilikan ;

Mendirikan Bangunan adalah pekerjaan mengade-
kan bangunan seluruhnya atau sebagian termasux
pekerjaan menggali, menimbun atau meratakan tanah
yvang berhubungan dengan pekerjaan meng-adakan
bangunan ;

Keefisien Lantai Bangunan adalah bilangan
pokok atas perbandingan antara Juas lantai
bangunan dengan luas kavling/ pekarangan :



Koefisien Bangunan adalah tinggi bangunan diukur
dari permukean lanah sampai dengan titik teratas darl
bangunan terscbut ;

n. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah, vang
selanjutnya dapat disingkat SPAORD, adalah surat
yang digunakan oleh Wajib Retribusi = untuk
melaporkan data obyek retribusi dan Wajib Retribusi
sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribirsi
yang terutang menurut Peraturan Perundang-
undangan Retribusi Daerah ;

o. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjut-nya
dapat disingkat SIIRD, adalah surat keputusan yang
menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang

E

p. Surat Ketetapan Retribusi Daerab Kurang Bavar
Tambahen, vang sclanjutnya dapat disingkat
SKRDKBT, adalah surat keputusan yang menentu-kan
tambahan atas jumlah retribusi vang telah ditetapkan

L)

q. Surat Keieiapan Retribusi Daerah Lebih  Bayar,
yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLD, adalab
surat keputusan yang meneniukan jumlah kelebihan
pembayaran retribusi karena jumiah kredit retribusi
lebih besar daripada retribusi vang terutang atau
tidak seharusnya terutang ,; '

Surat Tagihan Retribusi Daeri:h, yang sclanmjuinya
dapat disingkat STRD, adalah surat unwk melaku-
kan tagihan retribusi dan atau sanhsi administrast
berupa bunga dan atau denda ;

Surat Keputusan Keberatan adaluh surat keputus-an
atas keberatan ferhadap SKRD atau dokumen lain
yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yvang
diajukan oleh Wajib Retribusi ;

Pemeriksaan adainh serangkaian  kegiatan  untuk
mencari, mengumpulkar, dan mengolah data dan atau
keterangan lainnya dalamm  rangka pengawasan
kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Dacrah
berdasarkan Peraturan Peruandang-undangan Retri-
busi Daerah ;

Penyidikan tindex pidana di bidang Retribusi
Daerah adalah serangkaian tindaken yang dilaku-
kan oleh Penyidik Pegawal Negeri Sipil vang
selanjutnya dapet disebut Penyidik, untuk mencari
serta mengumpulkan buktl yang dengan bukti itu
membuat terang iindak pidana di bidang retrbuos
yvarg terjadi serta menemukar tersangkanya.

BAB 1l
NAMA, QBYIEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nemea Retribusi lzin Mendirikan  Hangunan
dipungut retribusi sebagai pembavaran atas pemberian
izin mendirikan bangunan,



IR e L

il Thyvek retribusi adalaln ponaloiaa ool Jirlien
pangunan ;

LTS

7h Tidak  termasuk objedk roteibusi cdallboog
berian  izin mendirikan  bangunan  kepada
Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat.
Pasal 4
Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang
memperoleh izin mendirikan bangunan.
BAB II
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan digolongkan sebagai
Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal ©

(1) Tingkat penggunaan jasa izin mendirikan
bangunan diukur dengan rumus yang didasarkan
atas faktor luas lantai bangunan, jumlah tingkat
bangunan, rencana penggunaan bangunan, dan
jenis bangunan ;

(2) Faktor-fak or sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diberik: : bobot (koefisien) ;

(3) Besarnya koefisien sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) ditetapkan sebagai berikut

a. Koefisien Luas Bangunan

NO LUAS BANGUNAN KOEFISIEN

1. | Bangunan dengan luas s/d 100 M?2 1,00

2, | Bangunan dengan luas s/d 250 M2 1,50

5. | Bangupan dengan luas s/d 500 M2 2,50

4. | Bangunan dengen luas s/d 1000 M2 3,50

5. { Bangnnan dengan luas s8/d 2000 M2 4,00

6. | Bangunan dengan luas s/d 3000 M? 4,50

7. ] Bangunan dengen luas > 3000 M? 5,00 ;

b. Koefisien Tingkat Bangunan

Bangunan 3 lantai keatss

[ ]

NO TINGKAT BANGUNAN 1![ KOQOEFISIEN
1. | Bangunan 1 lantai J 1,00
2. | Bangunan 2 lantai ] 1,50
3. | Bangunan 3 lantai | 2,50
4. | Bangunan 4 lantai | 3,00

I 4,00




¢. Koefisien Guna Bangunan

RO GUNA BANGUNAN ‘( KOQEFISIEN J'

1. | Bangunan Sosial [ 0,50 I‘

2. | Bangunan Perumsehan EOO |

3. | Bangunan Fasilitae Umum 1,00

4. | Banpgunan Pendidikan : 1,00

5. | Bangunan Kelembagaan/lantor 1,50

6. | Perdagangan dan Jasa : 2,00 ‘

7. | Industri : 2,00 |

8. | Khusus | 2,50 "

9. | Camipuran | 2,75 .l

10. | Lein-lain ]| 3,00 ‘:
SR S

d. Koefisien Jenis Bangunan

NO Jenis Bangunan J_ ROE}-‘ISHCN }

R ,{,, o
1. | Gedeg | 0,25 !
2. | S8emi Permanen | 0,30 ‘l
3. | Permanen 1,00 J

{4) Tingkat periggunaen jasa dihitung sebagai perkalian
koefisien-koefisien sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) huruf a sampai dengan huruf d.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

{1} Prinsip dan sasaran dalam penetapan rotribusi
didasarkan pada tujuan untuk menntup sebagian
atay  sama dengan biaya penyeleng-paraan
pemberian izin ;

{2} Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat {1) meliputi
biaya pengecekan dan pengukuran lokasi, biaya
pemetaan dan biaya iransporiasi dalam rangka
pengawasan dan pengendalian.



BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8
(1} Tarif ditetapkan seragam untuk setiap bangunan ;

(2) Besarnya tarif  retribusi ditetapkan sebesar
Rp. 2.000,00/izin.

BAB VI
CARA PENGHITUNGAN RETRIBUSI

Pasal 9

Besarnya Retribusi yang terutang dihitung dengan cara
mengalikan tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8 ayat (2) dengan tingkat penggunaan jasa seba-
gaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4).

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10
Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah
tempat izin mendirikan bangunan diberikan.
BAB IX
SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 11
Smat terutangnya retribusi adalah pada saat diterbit-
kannya SKRD atau dokumsn lain yang dipersamakan.
BAB X
SURAT PENDAFTARAN

Pasal 12
{1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPAORD ;

(2( SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat {1)
harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta
ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasa-
nya, .

{3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan
penyampaian SPdORD sebagimana dimaksud pada
ayat {l) ditetapkan oleh Walikota.



BAB XI
PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 13

{1} Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud
dalarn Pasal 12 ayat (1) ditetapkan retribusi terutang
dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang

dipersamakan ;
(2) Apabila berdasarkan  hasil pemeriksaan dan
ditemukan data baru dan atau data yang semula

belum terungkap yang menyebabkan penambah-an
juminh retribusi terutang, maka dikeluarkan

SKRDKBT ;

(3) Bentuk, isi dan tata cara generbitan SKRD atau
dokumen lain yang dipersamakan sebagai-mana
dimaksud pada ayat {1} dan SKRDKBT scbagaimana
dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Walikota.

BAB XII
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 14
(1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan ;

{2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD
atau dokumen lain yang dipersamakan, dan
SKRDKBT.

BAB X
SANKSI ADMINISTIRAS]

Pasal 15

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat waktu
atau kurang membavar, dikenakan sanksi administrasi
berupa bunga sebesar 2% {dua persen) setiap bulan dari
retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih
dengan menggunakan STRD.

BAB XVI
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 16

{1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi
sekaligus ;

(2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-
lambatnya 15 (lina belas} hari sejak diterbitkan-nya
SKRD atau dokumen lain yang dipersama-kan,
SKRDKBT dan STRD ;



{3)

(1)

(2}

(1)

(2)

(3)

(4)

(S}

Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat
pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan
Walikota.

BAB XV
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 17

Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau
dokumen lain yang dipersamekan, SKRDKBT, STRD
dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan
jumlah retribusi yeng harus dibayar bertambah,
yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Retribusi
dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan
Lelang Negara (BUPLN) ;

Penagihan retribusi melalui BUPLN dilaksana-
kan berdasarkan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

BAB XVI
KEBERATAN

Pasal 18

¥ajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya
kepada atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau
dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan
SKRDLB ;

Keberatan diajuken secara tertulis dalam baha-sa
Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas ;

Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan ke-
beratan atas ketetapan retribusi, Wajib Retribusi
harus dapat membuktikan ketidakbenaran ke-
tetapan retribusi tersebut ;

Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu
paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau
dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan
SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi
tertentu dapat menunjukan bahwa jangka waktu itu
tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar
kekuasaannya ;

Keberatan vyang tidak memenuhi persyaratan
sebagaimana dimeaksud pada ayat {2) dan {3) tidak
dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak
dipertimbangkan ;



()

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

©)

Pengajuan keberatan tidak menunda kewajib-an
membayar retribusi dan pelaksanaan penagih-an
retribusi.

Paagl 19

Walikota dalam jangka waktu paling lama 6
(enam) bulan sejak tanggal $Surat  Keberatan
diterima harus memberi keputusan atas keberatan
yang diajukan ;

Keputusan Walikota atas keberatan  dapat
berupa menerima seluruhnya atau  scbagian,
menolak, atau menambah besarnya retribusi yang
terutang ;

Apebila jangka waktu sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak
memberikan suatu keputusan, keberutan yang
diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XVIT
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 20

Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib
retribusi dapat mengajukan permohonan
pengembalian kepada Walikota ;

Walikota dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak
diterimanya permohonan kelebihan pem-bayaran
retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1.
harus memberikan keputusan ;

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) telah dilampaui dan Walikota tidak
memberikan  suatu  keputusan, permohonan
pengembalian  kelebihan  retribusi dianggap
dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam
jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan ;

Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi
lainnya, kelebihan pemnbayaran retribusi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung
aiperhitungkan untuk melunasi terlebih dshulu
utang retribusi tersebut ;

Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak
diterbitkannya SKREDLB ;

Apabila pengembalian  kelebihan pembayaran
retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2
(dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga
sebesar 2% (dua persen) sebulan Atas
keterlambatan pembayaran kelebilian retribusi.




{1

{2)

(1)

(2)

(2)

(3)

4

Pasal 21

Permohonan pengembalian kelebihan pernbayar-an
retribusi diajukan secara tertulis kepada Walikota
dengan sekureng-kurangnya menyebut-kan

a. nama dan alamat Wajib Retribusi ;
b. masa retribusi ;

c. besarnya kelebihan pembayaran ;
a. alasan yang singkat dan jelas.

Permohonan  pengembalian  kelebihun  pem-
bayaran retribusi disampaikan secara langsung atau
melalui pos tercatat ;

Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti
pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat
permohonan diterima oleh Walikota.

Pasal 22

Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan
menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan
Retribusi ;

Apabila kelebihan pembayaran retribusi diper-
hitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagai-
mana dimaksud dalam Pasal 2i ayat 4,
pembayaran dilakukan dengan cara pemindah-
bukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku
sebagei bukti pembayaran.

BAB XVIII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
FEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 23

Walikota dapat memberikan pengurangan,
keringanan dan pembebasan retribusi ;

Pemberian pengurangan atau keringanan retri-busi
sebagaimana dimaksud pada ayat {1} dengan
memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi, antara
lain untuk mengangsur ;

Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) antara lain diberikan kepada
masyarakat yanyg ditimpa bencana alam dan atau
kerusuhan ;

Tata cara pengurangan, keringanan dan pem-
bebasan retribusi ditetapkan oleh Walikota.




(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

BAB XIX
KEDALUWARSA PENAGTHAN

Pasal 24

Hak untuk melakukan penagihan retribus,

kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu &

(tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya

retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan

tindak pidana di bidang retribusi ;

Kedaluwarsa penagihan retribusi  sebagaimana

dimaksud pada ayat {1) tertangguh apabila

a. diterbitkan Surat Teguran ; atau

b. ada pengakuan utang retribuai  dari  Wajib
retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 25

Wajib Retribusi yang tidak meltaksanakan kewajiban
sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam
pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau
denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi
yang ferutang ;

Tindek pidana yang dimaksud pada ayat (1]
adalah pelanggaran.

BAB XXJ

PENYIDIKAN
Paaanl 26

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan
Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus seba
gai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak
pidana di bidang Perpajakan Daerah atau Retribusi
Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang
undang Nomor 8 Tahun 198] tentang Hukum Acara
Pidana ;

Wewenang  Penyidik  sebagaimana  dimaksud
pada ayat (1) adalah

a. menerima, mencari, mengumpulkan dan
meneliti keterangan atau laporan berkenaan
dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah
agar keterangan atau laporan tersebut memnjadi
lengkap dan jelas ;

b. meneliti, mencari dan mengumpulkan
keterangan mengenai orang pribadi atau badan
tentang kebenaran perbuatan yasng dilakukan
sehubungan dengan tindak pidana Retribusi
Daeral: tersebut ;



. meminta keterangan dan bahan bukt dari orang
pribadi atau badan sehubungan dengan tindak
pidana di bidang Retribusi Daerah ;

d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan
dokumen-dokumen lain berkenaan dengan
tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;

e. melakukan penggeledahan untuk mendapat-kan
bahan bukti pembukuan, pencatatan dan
Gokumen-dokumen  lain, serta  melakukan
penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;

f meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka
pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di
bidang Retribusi Daerah ;

g. menyuruh berhenti dan atau melarang se-
seorang meninggalkan ruangan atau ternpat pada
saat pemeriksaan sedang berlangsung dan
memeriksa identitas orang atau dokumen yang
dibawa sebagaimana dimaksud pada hu rufe; -

h. memofret seseorang yang berkaitan dengan
tindak pidana Retribusi Daerah ;

i. memanggil oreng untuk didengar keierang-
.annya dan diperiksa sebagai tersangka atau
gaksi ;

j. menghentikan penyidikan ;

k. melakukan tindakan lain yang periu un-
tuk kelancaran penyidikan tindak pidana di

bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang
dapat dipertanggungjawabkan.

(3} Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1}
memberitahukan  dimulainya  penyidikan  dan
menyampaikan  hasil  penyidikannya kepada
Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang
diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 198l
tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XXII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Dengan berlakunya Peraturan Daerah 1ini, rmaka
Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat 1}l
Mojokerto Nomor 6 Tahun 1982 tanggal 5 Juni 1982
berikut Peraturan-peraturan Daerah Perubahannya.
ternkhir dengan Peraturan Daerah Kotarnadya Daerah
Tingkat 1 Mojokerto Nomor S5 Tahun 1996 tanggal 14
Pebruari 1996 dinyataken tidak berlaku.

Pasal 28

Hal hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan
Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan
diatur lebih lanjut oleh Walikota.



Pasaal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan,

Agar setiap orang dapat mengetahuinys,
memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ind
dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kota

Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 12  September 2000

WALIKOTA MOJOKERTO
Cap. ttd

TEGOEH SOEJONO, S.H

Diundangkan di Mojokerto

pada tanggal 14 September 2000

Sekretaris Daerah Kota Mojakerto
Cap. ttd

SUTARNO, S
Pembina Tingkat I
Nip. 010072183
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